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Arah Diskusi

e Apakah calon wakil rakyat dan calon kepala pemerintahan telah dipersiapkan secara
memadai sehingga tidak hanya mempermudah Pemilih dalam menentukan pilihan
tetapi juga menjamin calon terpilih mampu menampilkan kepeminpinan yang
berintegritas.

e Bagaimana Partai Politik menyiapkan para calon wakil rakyat dan calon kepala
pemerintahan?

e Apakah Partai mengusulkan calon yang telah dipersiapkan organisasi lain, atau
mencalonkan mereka yang memiliki modal yang kuat, ataukah, hasil kaderisasi
sistimatis dan berkelanjutan

e Pendidikan politik macam apakah yang dilaksanakan oleh Partai Politik selama ini
kepada Warga Negara?

e Apakah para Pemilih telah diperkaya dan dipermudah baik dalam mempertimbangkan
berbagai isu publik maupun dalam menentukan pilihan secara cerdas (political
efficacy)?
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Orientasi Elektoral

Ekosistem sosio-kultural, ekonomi dan politik: sebuah paradoks yang memengaruhi partai politik
dalam rekruitmen politik

Demokrasi Perwakilan yang Ideal

Dimensi Makna dalam demokrasi perwakilan Referensi utama
Partai memiliki orientasi nilai dan posisi politik yang  Sartori (1976); Downs (1957);
|deologis jelas, konsisten, dan dapat membedakan dirinya Kitschelt (1994); Luna,

dari partai lain Rosenblatt & Toro (2014)

Partai menghubungkan preferensi masyarakat
dengan kebijakan melalui program yang jelas dan
dapat dipertanggungjawabkan

Progsramatik Pitkin (1967); Kitschelt (1994);
® Luna et al. (2014)

Pemilih iliki al if . .
emilih memiliki alternatif nyata di antara partai Dahl (1971); Downs (1957);

Kompetitif yang bgrbedg dan dapat mengganti pemerintah Sartori (1976); Powell (2000)
melalui pemilu
Wakil tidak sekadar memperoleh suara, tetapi

Representatif bertindak untuk dan responsif terhadap Pitkin (1967); Powell (2000)

kepentingan warga

PILIHAN FEMILIH MAMNDAT POLITIK
Pemilih membandingken Filen rakyat dalern ™
aitematif ideclogi dan pemil menjadi mandat

program dari partai, bag partaiwalkl terpilih.

RANTAI REPRESENTASI YANG IDEAL

KEBLIAKAN PUBLIK
| Partaywalil meneremahkan
I mandat menjadi kabijakan
dan tindakan ryata

. AKUNTABILITAS
Kinera dievaluasi dan
dapat dipertanggung-

jwambkan kepada rakyat masyarakat, barpihak pada rakyat.

“Ketiga dimensi saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. RE'_:EFEHSI NI RS
Tanpa ideclogi, politik kehilangan arah. Tanpa program, politik E « Pitkin (1967)  « Dahl (1971) = Downs (1976)
« Sartori (1976)  « Powell (2000)

« Kitschelt (1994, 2007) » Luna, Rosenblatt & Toro (2014)

kehilangan substansi. Tanpa kampetisi, politik kehilangan makna demokrasi.”

RESPOMNSIVITAS KUALITAS DEMOKRASI
‘Wakil politik merespans Tersujud pemenntshan
ketnstuhan dan aspirasi yang afekdif, adil, dan

Konteks Indonesia

Kondisi Sosio-kultural, ekonomi & politik masyarakat:

Politik identitas (polarisasi sosial, agama & kompetisi politik)--Mitzner,
2019

Transaksi elektoral (kajian-kajian P2P/PRP LIPI tentang Pemilu sejak
2004-2024)

Biaya politik tinggi [democracy for sale: Aspinal, 2019].

Partai politik kartel [Ambardi, 2009).

Menguatnya dinasti politik dan orang kuat lokal di era reformasi
[Demokrasi Cukong: Hidayat, 2024)

Pemilih rasional [sedikit] versus irasional/tadisional [mayoritas]
Kekuatan-kekuatan masyarakat sipil yang terserak versus terkooptasi
Kecenderungan menguatnya serdadu/militer dalam politik

Harapan: perubahan demografi pemilih [bertambahnya pemilih generasi
Z dan Alpha]

Kondisi internal Partai:

Orientasi office seeking [rent seeking sangat kuat]
Non-ideologis--politik kartel
Non-oposisi

e Yang penting dapat suara/lolos parliamentary threshold
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Paradoks pemilih dalam menentukan pilihan politiknya

Asumsi: Kenyataan:
e Pemilih Indonesia terjebak pada kesulitan dalam menentukan pilihan politik sebagai dampak banyaknya

calon anggota legislatif. Kesulitan pemilih dalam memberikan suara karena banyaknya surat suara yang
mengakibatkan tingginya suara tidak sah (sumber survei LIPI tahun 2019);
e Dampak desain 5 jenis surat suara pada Pemilu 2024 menyebabkan terjadinya fenomena split ticketing

Kecenderungan pemilih lebih besar
memilih nama calon dibanding lambang

partai
vote, ada kecenderungan suara dibagi: Pilpres, DPR, dan DPRD
e Kecenderungan kecerdasan pemilih (political efficacy) semakin melemah dalam kontestasi politik di
Indonesia.
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Data ini perlu diuji: apakah orientasi pemilih memang benar-benar cenderung ke caleg, ataukah ada faktor lain: B B
misalnya kekerabatan, dinasti, politik transaksional, atau penyebab lain? Fithan pemilin
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AIPI . Proyeksi dan Skenario Jumlah Pemilih, Partai dan Capres 2029-2045
| | Pemilu 2024 - )
AL Pemilih (Juta) Partai © Capres @ Anggaran

600

e Proyeksiberdasarkan

asumsi rata-rata

kenaikan jumlah pemilih

di Indonesia per 5 tahun

adalah 6,5% 500
o Perkembangan sistem

kepartaian bergerak dari

multipartal moderat 400

menjadi multipartai

ekstrem [ penghitungan

didasarkan pada skenario

penambahan xn dan

volatilitas pemilu 10-20% 300

40 Parpol
serta perpecahan elite 36 Parpol R
politik) 28 Parpol 34 Parpol .
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e Kecenderungan m arpo
pe{_}'peca,hand%li.te dan , 200 g 233 it 264 juta
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" Droporsional ak t 190 Multipartai moderat Multipartal /ekstrem- ekstrem
proporsional akan sanga
rumit dan kompleks J ekstrem
o [ | [ | [ | [ | [ [ |
Indonesia 2045 berpotensi 2019 2024 2029 2034 2039 2045 2049

terjebak Multipartai Ekstrem
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Calon Anggota Legislatif
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Jumlah Caleg per Dapil DPR Pemilu 2024
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e Partai terjebak pada penyiapan calon anggota legislatif antara 90-100 persen kuota

kursi setiap daerah pemilihan;

Perlu ada koreksi atau perubahan: agar partai tidak menyiapkan calon sebanyak
kuota kursi. Dilemanya, ada tuntutan agar bisa lolos parliamentary threshold.
Dampaknya, pertimbangan vote seeking jauh lebih dominan dibandingkan dengan
kualitas calon, sehingga partai akan mencalonkan sesuai dengan kuota kursi, padahal
data pemilu dari satu pemilu ke pemilu berikutnya (Sejak Pemilu 2004-2024),
perolehan kursi partai di setiap daerah pemilihan tidak 100 persen kuota kursi, tapi
hanya berkisar antara 15-25 persen (1 hingga 2 kursi).

Peningkatan persyaratan caleg (anggota DPR-RI), dengan mempertimbangkan
mekanisme: (a) larangan lompat pagar, karena itu batasan sebagai kader partai bisa
menjadi syarat, apakah 3 tahun atau 5 tahun, dan sudah mengikuti jenjang
pengkaderan tertentu sesuai dengan AD/ART Partai; (b) kecakapan politik yang bisa
diukur; (c) larangan berbisnis (menghindari konflik kepentingan) (d) UU perlu membuat
syarat yang dapat diukur karena selama ini syaratnya terlalu abstrak.

Penyiapan Calon Legislatif dan Kepala Daerah

Calon Kepala Daerah

Kesenjangan antara teori rekruitmen politik dengan

e Teori Rush dan Althoff

praktek

Praktik Politik

Teori

Elektabilitas/popularitas (office seeking)

(terbuka/tertutup) e Modalitas (rent seeking)
« Teori Pippa Norris (supply e Dinasti politik
dan demand) e Sentralisasi ke DPP

e Teori Lester G. Seligman

(sertifikasi, seleksi, nominasi,
pemilinan/election

Faktor penentu: Orientasi kemenangan jauh
lebih dipertimbangkan daripada kapabilitas

Kecenderungan umum (tidak semuanya), partai terjebak pada orientasi mencari
kandidat yang potensial bisa menang, sehingga cenderung mengabaikan
kapabilitas;

Screening kapabilitas tidak menjadi alat ukur dalam proses penjaringan dan
penyaringan calon;

Perilaku pemilih yang “transaksional”, menyebabkan tidak ada jaminan calon-calon
yang dianggap memiliki kapabilitas untuk terpilih

Alternatif:

Mendorong pencalonan kader terbaik sebagai pilihan utama partai dengan
mencegah masuknya calon dari eksternal (luar)

Persyaratan sebagai kader partai menjadi bagian penting dalam UU Pilkada
sehingga ada keterhubungan antara proses kaderisasi dengan rekrutmen politik
Membatasi ruang politik mantan militer, agar tidak secara otomatis bisa
mencalonkan, tetapi ada jeda waktu antara 3-5 tahun.

Larangan berbisnis untuk menghindari konflik kepentingan
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e Perkembangan partai politik di Indonesia menghadapi kondisi: persofinifkasi & dinasti

politik, serta tantangan regenerasi politik.

e Implikasinya: kaderisasi berjalan (dilakukan), namun tidak menyiapkan calon-calon
kepemimpinan politik. Ini sebagai dampak dari menguatnya catch all party dan partai kartel

pasca reformasi.

POLA KADERISASI BEBERAPAPARTAIPOLITIR

Dievelopmentalist/
Nasionalis-Religius Pembangunan Ielam Nasionalis
IDEOLOGI PARTAT
Ideclogis Ideclogis Ideologis ldeclogis
Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka
Kularga/Kekerabatan Kularga/Kekerabatan Kularga /Kekerabatan Kularga/Kekerabatan
Organiasi underbow Organiasi underbow Organiasi underbow Organiasiunderbow

Basis sosial

Kelmatan-lkeknatan Eeluatan-kelnatan _ Eeknatan-keluatan Kelmsatan-keknatan

politilk basis masss politik basis massa o ._ politik basis massa politik basis orang kuat
Pemuda )

TANTANGAN KADERISASIPADAPARTAIPOLITIR DI INODMESIA

Instan--Popularitas
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Regenerasi dan Tranformasi Generasi Politik: Skenario Linier

i Titik krusial berakhir Tranformasi ke generasi Z dan INDONESIA LAKI-LAKI + PEREMPUAN
! atan titia]mya itik Alpha. Umur 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
1
I Biologis 1) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) 31 (32) Generasi Z dan Alpha--
I gi _ 0-4 220750 220650 220533 22041  22026] 220M7 219974 219841 219729 219647 219597 X Kinan akan terlibat
i - 59 20275 220422 2054 20550 220535 200473 220380 220270 20142 220008 219689 emungxinan axan teriba
[ ! 10 U ST =y = 00 W 219935 220042 220292 220386 220426 220413 220355 politik pada 2038
: : . . 15-19 | 2750 279 278330 28638 218978 219250 219460 dan akan dominan pada Politik
. I 1 Akhir generasi Y 24 E I 26625 216443 215887 215568 215490 215652 216050 i -
Perta,l'lmg&n generasi - I 20-2 662,5 5443 588 556, 5490 565, 6050 Indonesia 2040-an
. . ' Re s x50 1 [ 254] 214643 24625 214651  21469] 24585 214410
Generasi boomer, Generasi X dan : generasl 03 3 | 2554 242 Z4N]  Zad06  A06ST  N4e 263
Generasi Milenial 1 politik: Generasi 3539 213300  AN3IYT7  NI4S0 213645 213673 N3IT4 21322 ) o

: p 40-44 !IU‘I!!' =T M T omes 28 Zws0 a0 2ss 42 2449 Titik krusial

BdanXkeY !

Perubahan 4549 206064 20658] 207036 207490 207876 20816) 208354 208577 208705 208757 20878 s solitik
Transformasi oligarki nasional dan _ _ 5054 198880 199988 200738 201259 2017 202238 202769 203239 203707 204107 204408 regenerasi politik,
lokal : Perspektif 5559 18588 B4S54 87N 18R2 W63 192803 191906 194662 19505 195661 196199 . 2.
. o 60-64 162977 1BS374 | 167529 169479 171396 173387 175584  1TTIT6 179908  18I78S 18397 ter']adl pada
Politik 6569 1073 136689 140205 143553 1466T) 149356  1S96 153617 155453 157260 159135
s 707 98395 M09S 104841 108053 224  TI4454 TG 120694 123624  12634) 128693 2035-2039
7o+ 00570 T4GB3  T9794 14962 TOV2  TS437 140760 146085 1S98 156666 162040
: [Reformasi
. n Total 304219 3060193 3077529 309419 3109962 3125056 3139407 3153025 3165922 317EN3 3189600 . .
| Jilid 2] Transisi generasi
Akhir politik . .
generasi tua i Elit baru berbasis pada asiosiasi dan politik yang smart Sumber: SUPAS Badan Pusat Statistik, Kementerian Bappenas, dan UNFPA, 2018. baru; atau generasi
| . . ° °
[GenBdanX] ! (politik rasional) dinasti

Traformasi oligarki dan dinasti [politik nasional dan lokal]
[politik tradisional/konservatif]
Politik Rasional vs Politik Tradisional

e Kondisi di atas niscaya membutuhkan peta jalan regenerasi politik. Masalahnya, apa basisnya? Apakah political
efficacy, ataukah masih dihantui oleh pola dan kecenderungan transformasi oligarki dan dinasti politik

e Partai politik menurut hemat saya belum memikirkan hal ini, bahkan dalam dokumen perencanaan untuk
penguatan demokrasi di Indonesia hingga 2045, upaya penyiapan regenasi politik sepertinya tidak dipersiapkan
secara matang. Pertanyaan besarnya bagaimana politik generasi Z dan Alpha yang cenderung a-ideologis, dan
tidak terfragmentasi politik ideologi aliran akan bekerja membangun Indonesia ke depan?
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e Campbell dkk. (1954) mengenai proses pengambilan keputusan pemilih, dalam masyarakat demokratis;

e (Pollock, 1983), penurunan efikasi politik dapat merugikan baik legitimasi maupun stabilitas fungsi demokratis;

e Dalam hal perilaku politik, penelitian menunjukkan hubungan yang kuat antara efikasi politik dan berbagai bentuk partisipasi politik,
termasuk pemungutan suara (Karp & Banducci, 2008) serta segala bentuk partisipasi non-elektoral (Verba et al., 1995), termasuk
partisipasi politik secara daring (Oser et al., 2022).

e Hubungan timbal balik antara efikasi politik dan partisipasi politik (Finkel, 1985);

e (Niemi et al., 1991), ukuran efikasi internal ini menilai apakah individu merasa berpengetahuan atau memenuhi kualifikasi untuk
berpartisipasi dalam politik.

e Problem kita:

a. Politik transaksional---partisipasi yang dimobilisasi

Kuatnya pemilih tradisional dibandingkan rasional--partisipasi yang mudah ditipu

Kuatnya pengaruh kekerabatan & dinasti politik/orang kuat lokal

Kuatnya populisme dalam elektoral

Manipulasi informasi (hoaks dan sejenisnya)

© Q0N T

Trasformasi Partisipasi dalam Politik Indonesia

e Partai politik memelihara problem political efficacy dalam

7 * Kecerdasan politik (Politieal
partisipasi pemilih pada Pemilu - Perandan  peran dan fungsi Efficaey)

e Program partai dan ideologi partai tidak menjadi unsur J ‘“‘"Q:UTI?']!:W&" Media e Smart society (Masyarakat yvang
utama untuk membangun komunikasi politik dengan * ‘ lh eran dan fungs (*[‘ﬂl:lﬁ}. . . |
konstituen : J Organisasi Peran dan fungsi ) Sm{:‘l teracy (Literasiyang

e Partai sengaja menjadikan kondisi transaksi politik sebagai }W ......... K?E:fﬁ;‘:;?" organieas . i:_':::mmﬂimml politics
jalan pintas dalam mencari keuntungan elektoral I =3 « Non-mobilisasi politik

Arstein, 1969



Gambaran Integritas Partai Politik

SKOR DIMENSI INDEKS INTEGRITAS PARTAI POLITIK |  Pengukuran IIPP 2025 yang dilakukan
(IIPP)2025 = oleh BRIN bersama Kemeko Polkam dan

Bappenas, memberikan gambaran
bahwa rekrutmen (politik) dan
kaderisasi partai politik secara umum
masih tergolong pada berintegritas
sedang.

e Secara keseluruhan, perkembangan
partai politik di lihat dari 5 dimensinya

KODE ETIK DEMOKRASI KADERISASI REKRUTMEN. Savangon portol (Kode Etik, Demokrasi Internal,
INTERNAL . yang transparan | . .

________________ S . - ~ dan akuntabel =

‘Dimensi Kode Etik IIPP | | Dimensi Demokrasi Dimensi Kaderisasi |IPP S "~ “Dimensi Keuangan Kaderisasi , Rekrutmen , Keua ngan

12025 masuk ke dalam | . Internal IIPP 2025 :2925 masuk ke dalam IIPP 2025 masuk ke [partai yang transparan

ikﬂtegﬂri "Berintegritas | i masuk ke dalam ' kategori "Berintegritas " dolom kategori ™ dan akuntabel 1P T Pa rp0| ya ng Tra ns pa Fan d an AkUta bel

_____ Sedang” | :k{:tegari “Berintegritas Sedang” "Berintegritas Sedang”' 2025 masuk ke dalam | . .

Sedang” _____ | kategori Kurang | mendapat skor 61,22 (Berintegritas

| _Berintegritas” |

Sedang).



\l‘}/ CATATANPENUTUP: TANTANGAN KONSOLIDASI DEMOKRASI INDONESIA

AlPL

Akademi limu Pengetahuan Indonesi

Pemilu & partai, idealnya
menjadi instrumen
demokrasi sebagai sarana

konsolidasi demokrasi- Tantangan terbesar bercokolnya:

= > T

[konsolidasi kedaulatan
rakyat] e Oligarki;
e Orang kuat lokal;

e Kecenderungan partai firma, partai kartel dan personalisasi

Partai politik melalui pemilu di era Pfl r_h; _ .
reformasi mengantarkan kekuatan- * Civil society ferkooptasi ;
kekuatan politik oligarkis dan orang-orang * Maraknya KKN [berdalih political appointte];
kuat di tingkat lokal e Biaya politik tinggi; dan
Ekosistem budaya politik dan masyarakat * Maraknya korupsi
tidak berubah e Populisme politik-elektoral

Politik transaksional semakin merajalela
dan proses politik menjadi mahal

Tantangan ke depan adalah demokrmasi
seperti apa yang akan kita praktikkan?

L = = Z TR
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